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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam bab kesimpulan ini, penulis mencoba untuk memberi jawaban singkat 

terhadap rumusan masalah yang telah ditulis di bab pertama.  

1. Pada dasarnya hukum Islam sudah memiliki konsep tersendiri yang membahas 

mengenai wanprestasi dan PMH. Pertanggungjawaban atas wanprestasi dan 

PMH yang ada dalam pandangan hukum nasional dan barat bisa dikatakan 

selaras (dengan adanya beberapa perbedaan) dengan pemahaman ulama Islam 

ketika membahas mengenai dhaman/ masuliyyah (pertanggungjawaban).  

Dalam Islam, bab dhaman/ masuliyyah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 

pidana dan perdata. Kemudian, bagian pertanggungjawaban perdata, dibagi ke 

dalam dua jenis juga, yaitu mas`uliyyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd dan 

mas`uliyyah taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi’l adh-dhâr. 

Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa konsep 

pertanggungajwaban wanprestasi dalam Islam adalah apa yang disebut sebagai 

mas`uliyyah ta`âqudiyah/ dhamân al-`aqd. Wahbah Zuhaily mengartikan hal 

ini sebagai pertanggungjawaban yang terjadi karena penyelisihan terhadap 

kontrak. Di sisi lain, konsep pertanggungjawaban atas Perbuatan Melawan 

Hukum dalam hukum Islam, sesuai dengan pembahasan mas`uliyyah 

taqsîriyah/ dhamân al-`udwân/ fi’l adh-dhâr. Wahbah mengartikan hal ini 
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sebagai pertanggungjawaban yang terjadi karena menyelisihi undang-undang, 

seperti ghasab (merampas hak orang lain) dan merusak barang orang lain. 

Secara garis besar, terdapat banyak persamaan yang antara konsep 

pertanggungajawaban wanprestasi dan PMH dalam hukum nasional dan dalam 

hukum Islam. Persamaan antara hukum Islam dan hukum nasional/ barat dalam 

memandang konsep wanprestasi dan PMH jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan perbedaanya. Meskipun begitu, penulis juga mendapati beberapa 

perbedaan mendasar antar keduanya. Baik persamaan maupun perbedaan antara 

konsep wanprestasi dan PMH dalam hukum nasional dan Islam, keduanya 

sudah dibahas di dalam bab keempat penelitian ini. 

2. Dalam penerapanya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di 

Indonesia secara garis besar sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang ada. 

Meskipun begitu penulis melihat, dalam pandangan penulis terdapat beberapa 

hal yang harus diperbaiki, yaitu sumber putusan yang lebih dominan bersumber 

ke KUH Perdata daripada KHES atau kitab fikih, permasalahan denda 

dikarenakan keterlambatan membayar yang kurang sesuai dengan fatwa DSN-

MUI, dan penyelesaian sengketa bisnis Syariah yang terlalu terpaku dengan 

hukum acara yang kurang flexible dan justru mengorbankan kepastian hukum 

dan keadilan. 
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B. Saran 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan ini, penulis berpandangan terdapat 

beberapa permasalahan yang bisa dikaji lebih lanjut agar studi mengenai penyelesaian 

sengketa syariah menjadi lebih baik, diantaranya adalah berikut: 

1. Penelitian khusus dalam hal yang berkaitan dengan PMH menurut hukum Islam 

dalam berbagai aspeknya. Hal ini dikarenakan dalam pandangan peneliti, masih 

sedikit sekali penelitian di Indonesia (dalam bahasa Indonesia) yang membahas 

mengenai hal ini. Padahal PMH adalah termasuk pelanggaran yang banyak 

terjadi dalam hukum perdata Islam (ekonomi syariah) di Indonesia. 

2. Pembahasan mengenai hukuman dengan uang juga perlu diperdalam lagi. Hal 

ini dikarenakan hukuman dengan menggunakan uang (denda uang) dapat 

bersinggungan dengan hukum riba yang selama ini dipahami oleh banyak 

ulama dan umat, yaitu haramnya hukuman denda uang dikarenakan 

keterlambatan membayar hutang. Bagaimana sinkronisassi antara hukum Islam 

dan dengan realita yang terjadi di lapangan perlu menjadi sorotan agar realita 

tidak bertentangan nash. 

C. Penutup 

Terakhir, sebagai penutup, setiap buku dan karya ilmiah selalu diawali dengan 

permohonan maaf dari penulis maupun penerbit atas kesalahan tulisan atau kesalahan 

lain yang terdapat dalam buku tersebut. Kecuali al-Quran. Al-Quran diawali dengan 

kalimat “kitab itu (al-Quran) tidak ada keraguan didalamnya” (al-Baqarah: 2).  



166 

 

Begitu juga dengan tulisan dan karya ilmiah ini yang tentu masih jauh dari kata 

sempurna. Karya ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada didalamnya. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat 

diharapkan oleh penulis untuk membuat karya ini menjadi lebih baik. Terima kasih. 

Wallahu a’lam bisshawab. 
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